SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2003

TEN AN

PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT
PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Menimbang

WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

kerja di lingkungan satuan organisasi/unit kerja Penghasil
Pondapatan Asli Daerah, periu diberikan uang perangsang
kepada aparat penghasil pendapatan asli daerah Kota
Surabaya dengan disertai pemberian sanksi bagi satuan
organisasifunit kerja penghasil yang realisasi penerimaannya
tidak memenuh! target yang telah ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ;
. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat I! Surabaya Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pemberian
Upah Jasa Punjut atau Uang Perangsang Kepada Aparat
Penghasil Pendapatan Asli Daerah vang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya
Nomor 11 Tahun 1989, maka uang perangsang hanya diberikan
kepada aparat penghasii pendapatan asli daerah dan aparat
unit yang terkait, dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surabaya tidak termasuk sebagal aparat yang
diberikan uang perangsang ;

. bahwa alokasi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Surabaya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat il Surabaya, sedangkan
untuk penetapan jenis dan besarnya penghasilan berdasarkan
Peraturan Daerah dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, sehingga
pendapatan/penghasilan lain yang diterima Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2002, perlu ditinjau
kembali karena bertentangan dengan Peraturan Daerah
dimaksud ;

. bahwa sehubuncan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan ¢

di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya
tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang Kepada

Aparat Penghasil andapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
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. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1965 ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1993 tentang Pemerintahan

Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomeor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah ;

. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya

Nomer 8 Tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut
atau Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan
Asli Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat /| Surabaya Nomor 11 Tahun 1989 ;

. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8
Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat |l Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [
Surabaya ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA
APARAT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
SURABAYA.

BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Kepala Daerah adalah Walikota Surahaya ;
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2. Dinas rendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;

3. Bagian Keuangan adzlah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;

4. Aparat penghasil pendapatan asli daerah adalah :

a. Aparat pada satuan crganisasi/unit kerja yang bertugas
menghasilkan dar zatauy memasukkan penerimaan
pendarnston ashh caernh Kols Surakzya yvang berdasarkan
Peraturan pefungang-undangan yang berlaku ;

b. Aparst pada sztuan organisasi/unit kerj2 lain yang secara
nyata mondukung dan melaksanakan kegiatan pemasukan
dan peninckatan pandanatan asli daerah Kota Surabaya.

5. Uang perangsang adalzh sejumlah uang dari Kas Pemerintah
Daerah Kciza Surabaya yang diberiiian kepada aparat penghasil
pendapatan asli caersh Kota Surabava sebagai usaha
peningkotan Kkesejahteraan Fagawai yang diarahkan untuk
meningkatkan pemasuken Pendapatan Daerah ;

6. Satuan organisasi/unit keria adalah perangkat Daerah yang
terdiri dari Sekreiarizt Daerah Kota Surabaya, Dinas Kota
Surahaya, Lembsaga Tekivis lota Surabaya, Kecamatan dan
Kelurahan |

BAR 1|
PEMBAGIAN UANG PERANGSANG

Basal 2

(1) Jumlah uang perangsang ditetapkan sebesar § % (lima
perseratus) dihitung setiap bulan dari realisasi penerimaan
pendzpatan asi daerah Mota Surabayz vang mencapai target ;

(2) Bagi satuan organisasi/unit kerja penghasil pendapatan asli
daerah yang fidak mencapai target diberikan sanksi
pengurangan uang perangsang sebagai berikut :

a. Realisasi 20 % (sembilan puiuh perseratus) sampai dengan
89 % (sembilan puiuh sembilan perseratus), maka angka
untuk manghitung uang perangsang adalah 80 % (delapan
puluh perseratus) x 5 % (lima perseratus) = 4 % (empat
perseratus) ;

b. Realisasi 80 % (delopan puluh perseratus) sampai dengan
89 % (delapan puluh sembilan perseratus), maka angka
untuk menghitung uang perangsang adalah 70 % (tujuh
puluh perseratus) x 5 % (lima perseratus) = 3,5 % (tiga koma
lima perseratus) ;

¢. Realisasi 70 % (tujuh puluh perseratus) sampai dengan
79 % (tuivh puiuh sembilan perseratus), maka angka untuk
menghitung uang perangsang adalah 60 % (enam puluh
perseratus) x 5 % (lima perseratus) = 3 % (tiga perseratus) ;
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d. Realisasi 60 & {(enam puluh perseratus) sampai dengan
69 % (enam puluh sembilan perseratus), maka angka untuk
menghitung uang perangsang adalah 50 % (lima puluh
perseratus) x 5 % (lima perseratus) = 2,5 % (dua koma lima
perseratus) ;

e. Realisasi 50 % (lima puluh perseratus) sampai dengan 59 %
(ima puluh sembilan perseratus), maka angka untuk
menghitung uang perangsang adalah 40 % (empat puluh
perseratus) x 5 % {lima porseratus) = 2 % (dua perseratus) ;

f. Realisasi kurang dari 50 % (lima puluh pefseratus), maka
angka untuk menghitung uang perangsang adalah 0 %
(nol perseratus) x 5 % (lima perseratus) = 0 % (nol
perseratus) ;

(3) Apabila realisasi pendapatan asli daerah dalam 1 (satu) tahun
memenuhi target, maka uang perangsang diperhitungkan
sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah realisasi 1 (satu)
tahun dan pembayarannya akan diperhitungkan denhgan jumlah
kumulatif yang telah diterima setiap bulannya.

Pasal 3

(1) Setelah keseluruhan uang perangsang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 Keputusan ini dihitung, selanjutnya ditetapkan
pembagiannya dengan perincian sebagai berikut:

a. Schssar 80 % (enam puiuh perseratus) diberikan kepada
satuah orgahisasi/unit kerja yang bertugas menghasiikan
dan atau memasukkan penerimaan pendapatan asli daerah
Kota Surabaya berdasarkan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang pelaksanaan, pengaturan dan
pembagiannya dipertanggungjawabkan oleh pimpinan
satuan organisasi/unit kerja yang bersangkutan ;

b. Sebesar 15 % (lima belas perseratus) diberikan kepada
Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang pelaksanaan,
pengaturan dan pembagiannya dipertanggungjawabkan oleh
Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;

c. Sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) diberikan kepada
satuan organisasifunit kerja yang bertugas secara tidak
langsung mendukung pelaksanaan kegiatan pemasukan
pendapatan asli daerah yang pelaksanaan, pengaturan dan
pembagiannya dipertanggungjawabkan oleh Sekretars
Daerah Kota Surabaya.

(2) Ketentuan pembagian uang perangsang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mulai berlaku untuk realisasi
pendapatan sejak butan Januari 2003 ;

(3) khusus bagi satuan organisasifunit kerja yang target
pendapatan-asii daerahnya dibawah Rp. 5. 000.000.000,- (lima
milyar) dalam 1 {(satu) tahun, tidak berkewajiban untuk menyetor
sebesar 15 % (liina belas persaratus) dan 25 % (dua pulub lima
perseratus), kepada satuan organisasi/unit kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ¢ Pasal ini ;
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(4) Pimpinan satuan otganisasifunit kerja selanjutnya mengatur
rincian pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini.

- Pasal 4

Uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a
Keputusan ini ditetapkan pembagiannya dengan perincian sebagai
berikut :

a. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) diberikan kepada
petugas pemungut/pegawai dengan memperhatikan
kepangkatan, jabatan dan atau beban tugas serta
tanggungjawab di bidang pungutan ;

b. Sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dipergunakan untuk
kesejahteraan bagi kepentingan pegawai di lingkungan satuan
organisasi/unit kerja yang bersangkutan ;

¢. Sebesar 15 % (lima belas perseratus) dipergunakan untuk dana
yang dikelola oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang
bersangkutan.

BAB 1l
TATA CAHA PENGAJUAN

Pasal 5

(1) Pengajuan permintaan (surat permintaan pembayaran) uang
perangsang kepada Kepala Daerah, yang diajukan oleh
pimpinan satuan organisasi/unit kerja berdasarkan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan beban tetap ;

(2) Pengajuan uang perangsang untuk masing-masing satuan
organisasi/unit kerja penghasil pendapatan asli daerah Kota
Surabaya dibuat berdasarkan realisasi pemasukan pendapatan
asli daerah vyang tercatat pada Bendaharawan Khusus
penerima Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan
berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang beriaku ;

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan upah jasa pungut dibebankan kepada masing-masing
satuan organisasi/unit keria penghasil pendapatan asli daerah
dengan mewajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya
sesuai dengan keientuan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Pasal 7

Pimpinan satuan organisasi/unit kerja melaksanakan pembagian
uang perangsang setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh)
bulan berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal B
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pembagian
Llang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asii

Daerah Kota Surabaya (L.embaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2002 Nomor 34) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal 2 Januari 2003.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2003

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWi HARTONO
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 April 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
ttd
ALISJAHMBANA
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 03/D3

Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA




SALINAN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

WALIKOTA SURABAYA

. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (5)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pengujian Kendaraan Bermotor, periu pengaturan Tata Cara
Pengujian Kendaraan Bermotor

. bahwa sehubungan dengan hal tesebut pada huruf a di atas,

periu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata
Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
TimuriJawa Tengah/Jawa Barat Dan Daerah Istimewa
Yogyakarta yang tetah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965

. Undang-undang Nomaor 13 Tahun 1980 tentang Jalan,
. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah

dan Refribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000,

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 fentang Pengelolan

Lingkungan Hidup,

. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan,
. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan

Jalan;
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8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermoior di Jalan;

10.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2001 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya;

11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengujian
Kendaraan Bermotor;

12.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993
tentang Ambang Batas Laik Jaian;

13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993
tentang Pengujian Berkala Kendaraan bermotor;

14 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993
tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;

15.Keputusan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2001 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya;

16.Keputusan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2002 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota
Surabaya.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kota Surabaya;

2. Pemerintah Kota Surabaya yang untuk selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah berserta Perangkat
Daerah;

3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya;

5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota
Surabaya;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan, yang untuk
selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota
Surabaya;
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11.

12.

13.

14.

15.

18.

17.

18.

19.

RN

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan,
yang untui selanjutnya disebut Kepala UPTD, adalah Kepaia
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan pada Dinas
Perhubungan Kota Surabaya;

Pejabat yang ditunjuk adalah, Kepala UPTD;

Berita Acara Pemeriksaan, adalah laporan resmi pemeriksaan
dan pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor;

Pengupan Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan
menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan daiam rangka
pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan,

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor
yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor,
kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;

Penguiji, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi
teknis terteniu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor
yang diangkat menurut peraiuran perundang-undangan yang
beriaky;

Uji Pelanggaran, adalah uji ulang yang dilakukan terhadap
kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran ialu
lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik
jalan;

Mutasi Uji, adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian
berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaaan uji
tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya
sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan
wajib uji berkala;

Numpang Uji, adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi
kendaraan wajib uji diluar wilayah domisiii kendaraan;

Laik Jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu
kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan
dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan
pada wakiu dioperasikan di jalan,;

Buku Uji Berkala, adalah tanda bukti julus uji berkaia berbentuk
buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau
kendaraan khusus:

Tanda Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berupa stiker
atau fulisan dengan cara pengecatan yang menunjukkan masa
bertaku uji berkala dan data kendaraan;

Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan,
terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;

20...
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Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

Kendaraan Wajib Uji, adalah setiep kendaraan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
wajib diujikan;

. Mobil Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

lebin dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
cduduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa periengkapan
pengangkutan bagasi;

Mcbil Barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda
motor, mobil penumpang dan mobii bus;

Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang selurubh bebannya ditumpu oleh alat
itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan
vermotor;

Kereta Tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;

Kendaraan Khusus, adalah kendaraan bermotor selain
kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan
bermotor untuk Frang yang penggunaannya untuk keperluan
khusus atau mengangkut barang-barang khusus,

Kendaraan Umum, adalah kendaraan bermotor vyang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
hayaran;

Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) iempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkttan bagasi,

Retribusi, adalah retribusi yang dipungut atas dasar pemberian
jasa pelayanan;

Permchonan adalah permohenan tertulis untuk memperoleh
petayanan pengujian kendaraan bermotor;

Pemohon, adalah orang atau badan yang mengajukan
permohonan untuk  mendapatkan pelayanan pengujian
kendaraan barmaotor;

Pengujian Type adalah Pengujian kendaraan bermoter yang
dilakukan terhadap setiap type dari masing-masing merek
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan
kendaraan khusus sebetum kendaraan tarsebut dibuat dan
atau dirakit dan atau diimpor secara massal,

Penghapusan kendaraan adalah Kegiatan/tindakan untuk
melepaskan pemilikan atau penguasaan kendaraan mitik
daerah dengar. menghapus pencatatannya dari daftar
inventaris barang daerah;
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Laporan Rusak adalah Tindakan pemilik kendaraan wajib uji
untuk melaporkan kepada UPTD bahwa kendaraan miliknya
tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya karena
rusak;

Daerah asal adalah Domisili asal kendaraan dimana kendaraan
tersebut terdaftartercatat sebagai kendaraan wajib pajak;

Peremajaan kendaraan adalah Penggantian kendaraan
dengan kendaraan sejenis yang lebih layak berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

BAB ||
JENIS KENDARAAN WAJIB UJi
Pasal 2

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan, kendaraan umum dan kendarsaan khusus yang
dioperasikan di jalan wajib uji;

Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, dilakukan cleh UPTD.

BAB It
JENIS PELAYANAN

Pasal 3

(1) Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

@)

a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
Penghapusan Kendaraan;

Mutasi Uji;

Numpang Uii Kendaraan;

Perubahan Spesifikasi Kendaraan.
Laporan Rusak.

-0 a oo

Pengujian Berkala terhadap kendaraan meliputi :
a. Mobit Penumpang Umum;

b. Mebil Bus;

c. Mobil Barang;

d. Kereta Gandengan;

e. Kereta Tempelan;

f. Kendaraan Khusus.



BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 4

(1) Untuk mempetroleh pelayanan pengujian dimaksud pada Pasal
3 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan terfulis kepada
Kepala Daerah melalui peiabat yang ditunjuk;

@)

Permohenan diajukan dengan mengisi formulir permohonan
yang teiah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai
berikut :

a. Untuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diperiukan :

1.

®ooa N

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Tanda jati diri pemilik kendaraan;

Bukti pelunasan biaya uji;

ljiin Trayek untuk Angkutan Penumpang Umum,;
Gesekan nomor rangka, mesin dan vji;

Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Khusus untu: Kendaraan Uji Berkala yang pertama diuji,
permohonan harus dilampiri dengan :

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan;

@ NP M AW N

Tenda jati diri dari pemilik kendaraan;

Bukti pelunasan biaya uji;

Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian;
Surat Keterangan Hasil Pemariksaan Mutuy;

Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;

Surat keterangan/rekomendasi Kepala Dinas;
Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor harus dilampiri ;
1.

Surat Tanda Nomor Kendaraan;

2. Tanda jati diri dari pemilik kendaraan,;

n s oo

Bukti pelunasan biaya pelayanan penghapusan;
Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;

Surat persehyjuan penghapusan bagi kendaraan milik
instansi/Badan/l.embaga Pemerintah;

Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



d. Untuk Mutasi Uji harus ditampiri :

1.

N A LN

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
Buku Uji;
Bukti pelunasan biaya uji;

Gesekan nemor rangka, mesin dan uji;

Fiskal mutasi;

Tanda jati diri pemilik bary;

Persyaratan

beriaku.

lain  sesuai

dengan ketentuan

e. Pelayanan Numpang Uji Kendaraan
Numpang Uji Masuk harus dilampiri .

1.

a
b
c
d
e
f
g

. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
. Tanda jati diri pemilik kendaraan;

. Buldi pelunasan biaya uji;
. {fin Trayek untuk Angkutan Penumpang Umum;

. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;

Rekomendasi dari daerah asal kendaraan;

. Persyaratan lain sesuaj dengan ketentuan

berlaku.

2. Numpang Uji Keluar harus dilampiri

a. Buku Uji yang measih berfaku;

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
c. Tanda jati diri pemilik kendaraan.

f.  Untuk mendapatkan Laporan Rusak :

AW N =

Surat Tanda Nomeor Kendaraan;

B

uku Ult;

Bukti pelunasan biaya uji;

BAB V

PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 5

yang

yang

Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan cleh
Penguji yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga penguji;

(2) Pengujian dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan
ambang batas sesuai dengan ketentuan yang beriaku;
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Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c, d dan e angka 1 telah dipenuhi,
Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasiinya
dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis,

Kendaraan yang dinyatakan Julus vuji diberikan tanda bukti
berupa Buku Ujp dan Tanda Uji;

Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib
memberitahukan secara teriulis kepada pemiiik, pemegang
atay kuasa tentang :

a. F'erbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
b. Waktu dan tempat pengujian uiang.
Pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan yang tidak

menyetujui keputusan penguji dimaksud pada ayat (5) dapat
meangajukan keberatan kepada atasan penguiji.

Pasal 6

Masa LUji Berkala berlaku 6 (enam) bulan,

Setiap kendaraan wajib uji berkala yang pertama harus
didaftarkan uji selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
berakhir masa pembebasan uji berkala yang pertama atau 14
(empat) belas hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNKB) yang pertama untuk
mendapatkan penstapan pelaksahaan pengujian berkala;

Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan
bermotor dilakukan selambatlambatnya 1 (satu) bulan
sebelum berakhirnya masa uji;

Apabila teriadi keterlambatan pelaksanaan pendaftaran
dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, kepada pemilik
kendaraan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pengujian penghapusan dilaksanakan oleh Penguji dengan
melakukan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan,

Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar :

a. Penghapusan kendaraan milik [nstansi/Badan/lembaga
Pemerintah;

b. Peremajaan bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum.

Pasal 8...
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Pasal 8

Kepada pemilik kendaraan bermotor yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2)
huruf- e angka 2, diberikan Surat Persetujuan Numpang Uji
Kendaraan,

Sural persetujuan Numpang Uji Kendaraan dimaksud pada
ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali uji.

Pasal 9

Kendaraan yang disetujui untuk Mutasi Uji Keluar diberikan
Surat Keterangan Mutasi Uji;

Surat Keterangan dimaksud pada ayat {1) digunakan instansi
terkait untuk proses lebih lanjut.

Pasal 10

Kendaraan Bermotor vyang dimohonkan untuk diubahk
Spesifikasinya, dilakukan pemeriksaan teknis dan hasiinya
dituangkan dalam Hasit Pemeriksaan Teknis;

Apabila perubahan Spesifikasi telah sesual dengan
persyaratan, kepada pemilik diberikan Surat Keterangan
Perubahan Spesifikasi;

Khusus untuk perubahan Spesifikasi menjadi kendaraan
Angkutan Penumpang Umum, pemilik wajib melampirkan
persyaratan Surat Persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam hal kendaraan tidak dapat diujikan karena rusak pemilik,
pemegang atau kuasa wajib melaporkan secara tertulis kepada
Kepata Dinas melalui Kepala UPTD dengan menyerahkan
Buku Uji.

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis oleh Penguji terhadap
kendaraan yang bersangkutan dapat dikeluarkan Surat
Keterangan Laporan Rusak.

Pasal 12

(1) Dalam hal kendaraan tidak dapat melaksanakan wajib uji

karena rusak, maka pemilik, pemegang atau kuasanya
mengajukan permohonan perbaikan kepada Kepala Dinas
melalui Kepala UPTD;

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

dinyatakan dengan Surat Keterangan Penetapan Rencana
Bagian yang perlu diperbaiki;
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(3) Pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, dinyatakan dengan Surat Keterangan perbaikan dan
Surat Pernyataan hasil perbaikan oleh bengkel umum yang
ditunjuk.

BAB VI

TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Dasal 13

(1} Hak dan kewajiban pemohon dalam pelayanan pengujian
kendaraan bermotor adaiah :

(2)

a.

T

Mengambi! formulir permohonan pengujian kendaraan
bermotor yang disediakan melalui loket UPTD dan mengisi
dengan benar;

Melengkapi formulir isian dengan berkas vang diperiukan
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan
menyerahkan ke UPTD melalui loket untuk dilakukan
penelitian awal kelengkapan berkas;

Menerima bukti penyerahan berkas permohonan pengujian
kendaraan bermotor berupa tanda terima, seteiah berkas
permohonan yang diteliti memenuhi  persyaratan
kelengkapan administrasi;

Memberikar: penjelasan di kantor UPTD dan atau pada saat
dilakukan pemeriksaan administrasi, apabila diperiukan
mengenai  hai-hal berkenaan dengan persyaratan
agministrasi maupun teknis dengan cara lisan maupun
tulisan dan atau keterangan tambahan lainnya sebagai
keterangan atas permchenan yang diajukan,

Melakukan perbaikan dan atau perawatan kendaraan
apabiia dipandang periu sefelah dilakukan pengujian;

Membayar lunas retribust pengujian kendaraan bermotor ke
Kas Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) setelah
pensfapan perhitungan nilai refribusi, Yermasuk pengenaan
denda sesuai dengan keteniuan yang berlakuy;

g. Menyerahkan tandza bukti penerimaan pembayaran retribusi

pengujian kendaraan bermotor kepada UPTD melalui loket.

Pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan pengujian kendaraan
bermotor :

a.

Berkas permohonan yang diterima diteruskan untuk proses
pemeriksaan dan peniiaian persyaratan administrasi;
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b. Pelaksanaan kegiatan :
1. Petugas Loket :

a. Melakukan pemeriksaan pengujian awal atas
kelengkapan berkas permohonan, menyelenggara-
kan administrasi pelayanan berupa pencatatan,
pemberitahuan atau pemanggilan, penyelesaian
akhir konsep naskah dan lain-lain sejenishya,

b. Melakukan pencatatan atas berkas permohonan
pengujian kendaraan bermotor, perhitungan nilai
retribusi, nilai denda retribusi apabila ada, kompilasi
data dan pemilahan antar pos ayat pensrimaan
sesuai struktur anggaran, penyelesaian akhir
pengujian kendaraan bermotor setelah pemohon
meifunasi kewajiban membayar retribusi dan
penerimaan buku uji atau surat keterangan kepada
pemohon;

2. Penguiji :

a. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian
serta proses pemeriksaan terhadap kondisi teknis
kendaraan.

b. Meiakukan registrasi serta dokumentasi arsip berkas
antara tain ;

- surat keterangan mutasi kendaraan, surat numpang
uji kendaraan, surat kKeterangan perubahan status
dan jenis kendaraan dan surat keterangan
penghapusan kendaraan sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku.

BAB Vii
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Pasal 14

Penguiji dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di
jalan;

Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kondisi teknis dan kelaikan kendaraan bermotor yang hasiinya
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan,

Apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ternyata
kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
dan atau berdasarkan pengawasan operasional dinyatakan
bahwa kendaraan yang diuji tidak fulus uji, Penguji wajib
memberiiahukan kepada pemilik, pemegang atau kuasa
mengenai perbaikan yang harus dilakukan serta wakiu dan
tempat pelaksanaan uji ulang
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BAB Vill

PENANDATANGAN DAN FORMULIR PELAYANAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

Penandatanganan naskah-naskah petayanan pengujian kendaraan
bermotor diiakukan oleh Kepaia UPTD.

Pacal 16

(1) Formulir yang dipergunakan dalam  pelayanan penhgujian
kendaraan bermotor terdiri dari :

Surat Keterangan Kendaraan Rusak;
Surat Persetujuan Numpang Uji;

Hasil Numpang Uji;

Surat Keterangan Spesifikast Kendaraan;
Surat Keterangan Perubahan Spesiftkasi;
Surat Keterangan Keterangan Mutasi Uji;
Permohonan dan Hasil Fengujian Berkala ;

@™m0 a0 o

{2) Contoh bentuk-bentuk formulir dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah sebagairnana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini;

{3) Laporan administrasi pengujian dibuat dalam bentuk-bentuk
laporan administrasi pengujian vang ditetapkan oleh Kepala
Dinas.

BAB 1X

PELAYANAN PENERBITAN SALINAN ATAU DOKUMENTAS!
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 17

{1) Permintaan penggantian buku uji dan atau tanda uji yang
disebabkan karena hilang atau rusak, dapat dipenuhi seteizh
pemilik kendaraan dan atau kuasanya menyerahkan bukti-bukt
yang sah;

(2) Permintaan penggantian buku uji dan atau tanda uji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dipenuhi
paling cepat 1 {satu) minggu setelah permohonan diajukan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Semua kendaraan bermotor wajib uji berkala yang diujikan di
Daerah atau yang sebagian atau seluruh kegiaian operasinya di
Daerah, berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan ini.
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Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai peiaksanaannya akan ditetapkan lebih {anjut oleh Kepala
Dinas.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh
Kepala Dinas.

Pasail 21

Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi pelayanan sesuai dengan ketetapan daiam ketentuan
peraturan yang berfaku.

BAB Xil
PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap crang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggai 8 Aprii 2003

WALIKOTA SURABAYA,
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Mei 2003 tid
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA BAMBANG DWI HARTONO
tid
ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 17/D2

- Salinan sesuai dengan aslinya
an. Jekretaris Daerah Kota Surabaya
‘Kepala Bagian Hukum

 HADISISWANTO ANWAR



SALINAN

* Contoh

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2003
TANGGAL : 1 MEI 2003

Formulir Surat Keterangan Kendaraan Rusak.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN
Ji. Margomulye No. 64 Telp. (031) 7482083 — 7480684 Surabaya
L Menganti No. 15 Telp. (031) 7831909 —~ 7632376 Surabaya
SURABAYA

SURAT KETERANGAN KENDARAAN RUSAK
Nomor / i 1402 /2003

Memperhatikan permohonan |

Mama
Alamat
Pemilik/pemegang kendaraan
1. 1 Nomaor LijifNomor Kendaraan
2. | Nama Pemilik
3 Alamat Pemilik__
4. | Jenis Kendaraan
5 Merk
6. ! Tipe
| 7. | Bahan Bakar
8. | Tahun
S | Nemor Rangka/Nomor induk
Kendaraan
10. ; Nomor Mesin

Setelah dilakukan pemeriksaan, dengan ini diterangkan bahwa kendaraan tersebut

di atas clalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dioperasikan.

Sebagai kelengkapan permohenan tersebit telah diterima:

Nomor ... ... ... ....

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan . .. ... ...

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
an. KEPALA DINAS PERHUBIUNGAN
KOTA SURABAYA
Kenala URPTD Pengujian Kendaraan,




2. Contoh Formulir Surat Persetujuan Numpang Uji.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN
Ji. Margomulyo No. 64 Teilpn. (031) 7482083 - 7450684 Surabaya
J. Menganti No. 15 Telp. (031) 7531909 —~ 7532376 Surabaya

SURABAYA
Surabaya,
Kepada .

Nomor - Yih. Sdr.

Sifat

Lampiran :

Hal  Numpang Uiji

Dangan ini disampaikan bahwa kendaraan tersebut di bawah ini

Nomor UjifNomor Kendaraan
Nama pemilik
Alamat Pemilik
Jenis Kerndaraan
Merk
Tipe
Tahun
Nomor RangkaMomar Induk Kendaraan
Nomer Mesin
0. | Kendaraan {ersebut di atas terakhir dlUJ_ Tberkala B
a. Tempat
b. Tanggal berakhimya masa uji :
¢. Pengup:
Nama
NiP

4. Pembayaran diaya tambahan keterlambatan uiinomor kwitansi (Rp. . . . .. . . . .Nomer. ..

)

2 WD) 0o = O (] OO (A3 =2

Sesuai dengan permohonan pemilik kendaraan tersebut tidak keberatan
divji. ... ... ... ... untuk satu kali uji dan hasit pengujiannya segera
dikiimkanke. .. . ......

Demikian disampaikan untuk mendapatkan penyelesaian sebagamana mestinya.

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,




3. Contah Formuiir Hasil Numpang Uji.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN

Ji Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 — 7480684 Surabaya
Ji. Menganti No. 18 Teip. (031} 7531800 — r53"3?6 Surabaya

SURABAYA
| | Surabaya,
| iKepada :
Nomor Yth. Sdr.
Sifat
Lampiran :
Hal - Hasil Numpang Uji
Berdasarkan Surat Persetujuan Namor :
dengan ini disampaikan hasil pengujian kendaraan :
1. | Nomor UjifNomior Kendaraan
2. | Nama pemilik
3. | Alamat Pemilik
4. 1 Jenis Kendaraan
5. | Merk
6. | Tipe
7. | Tahun
8. | Nomor RangkaMaomor Induk Kendaraan
9, 1 Namor Mesin : (
10. | Kendaraan tersebut di atas terakhlr diuji berkaia 1
a. Tempat
d. Tanggal berakhirmya masa Ujl :
e. Penguiji :
Nama
NIP
4. Pembayaran biaya tambahan keterlambatan ujiinomor kwitansi (Rp. . . . . . Nomer ...

Sesuai dengan perrnohonan pemilik kendaraan tersebut tidak keberatan
digji ... ... .. ... untuksatu kali uji dan hasil penguiiannya segera
dikirimkan Ke

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperiunya.

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,




4. Contoh Formulir Surat Keterangan Spesifikasi Kendaraan.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN
JI. Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 — 7480684 Surabaya
J. Menganti No. 15 Telp. (031) 7531909 ~ 7532376 Surabaya
SURABAYA

SURAT KETERANGAN SPESIFIKASI KENDARAAN
Normor / / 1402. 2003

Setelah diteliti dengan memperhatikan :

Kendaraan di bawah ini memeuhi syarat untuk didaftarkan dan atau diujikan dengan
spesifikasi teknis sebagai berikut -

1. | Nomor Uji/Nomor Kendaraan/NIK
2. | Nama Pemilik
3. | Alamat Pemilik
4. | Jenis Kendaraan
5. | Nomor Rangka/l.andasan
6. | Nomor Mesin
7. | Bahan Bakar
8. | MerkfMipe/Tahun
9. | Nama
Pembuat/iPerakitPengimpor
10. | Dimensi Utama
a. Panjang Total - T d. Bagian mengganjur
b. Lebar Tota! mm - Ke depan : mm
¢. Tinggi Total mm - Ke belakang mm
11, | Jarak sumbu : 81-82 S3 -84 mim
852 -83 54 -85 mm
12. 1 st SilinderfDaya Moto 1 cc! !
13 [ Konfigurasi Sumbu™ |
14, | Kemampuan Kendaraan Pabrik i
Sb1 | kg Sb2 kg
Sb3 |: kg Sb4 kg
115, BB [: kg/ [ JDKB : kg
16. | Memenuhi syarat sebagai
17. | Status penggunaan :
18. | Bahan utama rumah-rumah :
19. | Jenis umah-rumah '

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,




6. Contoh Formulir Surat Keterangan Perubahan Spesifikast.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN
Ji. Margomutyo No. 64 Telp. (031) 7482083 — 7480684 Surabaya
JI. Menganti No. 18 Telp. (031) 7531909 — 7532376 Surabaya
SURABAYA

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN SPESIFIKASI
Nomor : ! / MA02. 2003

Bengan ini diterangkan bahwa kendaraan bermotor tersebut di bawah ini :

Nomor Uji/Nemor Kendaraan

Nama Pemilik

Alamat Pemilik

Jenis Kendaraan

Nomor Rangka

Nomor Mesin
Merek/Tipe
Tahun

O] S N o | b f N o=

Pembayaran biaya tambahan | Keterlambatan uji/nomor kwitansi :

(Rp........ .. .. Nomor .. .. )
Kendaraan tersebut diatas terakhir | diuji berkaia
a. Di :
b. Masa uji beriaku s/d tanggal
€. Diuji oleh .

Nama

NIP.

-
—

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat untuk .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk mendapatkan penyelesaian lebin lanjut

Surabaya,

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan




8. Contoh Formulir Permohonan dan Hasil Pemeriksaan Uji Berkala.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN

J. Margomuiya No. 64 Telp. (031) 7482083 — 7480684 Surabaya
JI. Menganti Ne. 15 Telp. (031) 7531908 — 7532376 Surabaya

SURABAYA
Surabaya,
Kepada :
Nomor Yth. Sdr.
Sifat . Biasa
| ampiran :
Hal - Mutasi Uji Kendaraan

Dengan ini disampaikan bahwa Kendaraan tersebut di bawah ini :

Nemor Uji/Nomor Kendaraan
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Jenis Kendaraar
Merk
Tipe
Tahun
Nomor Rangka™omor Induk Kendaraan
Nomor Mesin :
Fembayaran biaya tambahan keterlamban | uji/nomor kwitansi :
Rp.... .. ........... Nomor ... ...
Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala |
a. Tempat :
d. Tenggal berakhirnya masa uji:
e. Pengujl :
Nama
NIP

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat
untuk dimutasiujike . .. .. ... ... dengan pemiiik baru

Nama :

Alamat

20|00 o 01 a0 N =

.c.

—_—
—i

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk mendapatkan penyeiesaian
lebih lanjut.

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,




7. Contoh Formulir Surat Keterangan Mutasi Uji.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN

J. Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 — 7480684 Surabaya
Ji. Menganti No 18 Telp. (031} 7531909 - 7532376 Surabaya

SURABAYA
| Surabaya, '
Kepada :
Nomor Yth. Sdr,
Sifat - Biasa
Lampiran .

Hal . Mutasi Uji Kendaraan

Dengan int disampaikan bahwa kendaraan tersebut di bawah ini

Notmor UjilNomor Kendaraan
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Jenis Kendaraan
Meric
Tipe
Tanun
Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan
Nomor Mesin )
U. { Pembayaran biaya tambahan keterlamban | ujifnomor kwitansi .
(Rp.. . .. ... ... ... Nomor .. ..... |)
Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala |
a. Tempat :
b. Tanggal berakhirnya masa uji:
¢ Penguii :

Nama

NP

Sesuai dengan permohanan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syara
untuk dimutasivjike . ... . dengan pemilik baru

Nama

Alamat

p=d T Eenl e R o B [ P P

-
. ¥

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk mendapatkan penyelesaiar
tebity tanjut.

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,

: - . WALIKOTA SURABAYA,
Salinan sesuai dengan aslinya
an. $=kretaris Daerah Kota Surabaya ttd
Kgpala Bagian Hukum BAMBANG DWI HARTONO

—

ey

){mﬁ ADISISWANTO ANWAR



SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN KECAMATAN UNTUK
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalaln rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan

lingkungan perkampungan Kota Surabaya serta guna menjamin
tertib program, anggaran, administrasi, penyusunan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maka penhgaturan
Tata Cara Pembayaran Dana Bantuan Kecamatan untuk
Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota
Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 45 Tahun 2002, perlu ditinjau kembali ;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas,

perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata
Cara Penyaluran Dana Bantuan Kecamatan untuk Kegiatan
Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1965 ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang

Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;

. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5§ Tahun 2001 tentang

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;

. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan
Keitirahan Kota Surabaya ;

. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Surabaya.



Menetapkan
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
PENYALURAN DANA BANTUAN KECAMATAN UNTUK
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
KOTA SURABAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;

Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;

Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;

Pemimpin Proyek adalah Pemimpin Proyek Pembenahan
Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya ;

Kampung adalah tempat pemukiman penduduk di Kota
Surabaya dengan sarana dan prasarana lingkungan yang
kurang memadai ;

Tim pendamping adalah Tim yang ditetapkan coleh Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, yang bertugas membantu
Camat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
masa tugas yang telah ditetapkan ;

Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah yang bertugas membantu Pemimpin Proyek
dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan Kecamatan ,

BAB N
PENYEDIAAN DANA

Pasal 2

(1) Penyediaan dan alckasi dana dilakukan melalui penerbitan

Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) ;

(2) Besarnya dana bantuan yang diberikan kepada masing-masing

Kecamatan adalah sebagaimana tercantum daiam Daftar Isian
Proyek Daerah (DIPDA), yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB 1l
PENGELOLAAN DAN ALOKASI PEMANFAATAN DANA

Pasal 3

(1) Pengelolaan dana bantuan “Pembenahan Lingkungan
Perkampungan pada masing-masing ilokasi dilaksanakan oleh
Camat, dan dalam pengelolaannya akan bertindak untuk dan
atas nama kepentingan warga masyarakat ;

(2) Dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan, Camat
dibantu oleh Tim Pendamping Masyarakat yang telah ditunjuk,
yang bertugas membantu perencanaan administrasi keuangan
dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan proyek sesuai
dengan masa penugasan yang telah ditetapkan ;

(3) Dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ini
dimanfaatkan dengan pola dana Hibah yaitu dana yang
dimanfaatkan cleh warga tanpa harus dikembalikan/diangsur ;

(4) Camat wajib melaporkan pemanfaatan dana dan pelaksanaan
kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
melalui Pemimipin Proyek ;

BAB IV
PROSES PENCAIRAN DANA

Pasal 4

(1) Dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan
diberikan kepada masyarakat melalui Camat ;

(2) Untuk pencairan dana bantuan dimaksud ayat (1), Camat
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan disertai
rekening pada bank terdekat atau yang ditunjuk dan
memberitahukan nomor rekening tersebut kepada pemimpin
Proyek dan Bagian Keuangan ;

{(3) Pemimpin Proyek melakukan penelitian teknis dan administrasi
terhadap kelengkapan kegiatan, sedangkan jika persyaratan
teknis dan -administrasi terpenuhi dan disetujui, Pemimpin
Proyek dan Bendaharawan Proyek akan membuat Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Bagian
Keuangan.

(4) Bagian Keuangan melakukan penelitian terhadap Surat
Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Pemimpin Proyek/
Bendaharawan Proyek, dan apabila disetujui maka Bagian
Keuangan akan mengeluarkan SPMU (Surat Perintah
Membayar Uang) kepada Kantor Kas ;

(5) Dana Bantuan Pembenahan Lingkungan Peﬂeampungan
disalurkan dengan cara ditransfer ke Rekening Ca
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(6) Pencairan Dana | / awal kepada rekening Camat dilaksanakan
setelah Kesepakatan Rencana Kegiatan Pembenahan
Lingkungan Perkampungan antara Camat dan Pemimpin
Proyek.

BAB V
TAHAP PENCAIRAN DANA

Pasal 5

Pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap penarikan dengan
tata cara diatur sebagai berikut :

a. Pencairan dana tahap | sebesar 60 % (enam puluh perseratus)
dari dana bantuan yang sudah disepakati dalam Kesepakatan
Rencana Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan
dengan dilampiri :

1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) ;
2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap [ ;
3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap .

b. Pencairan Dana Tahap Il sebesar 40 % ({empat puluh
perseratus) dari dana bantuan yang sudah disepakati dalam
Kesepakatan Rencana Kegiatan Pembenahan Lingkungan
Perkampungan dan dapat diajukan apabila penggunaan dana
Tahap | telah maricapai 90 % (sembilan puluh perseratus) atau
tebih dengan ditampiri :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana
Tahap i ;

2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Il ;

3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap l.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUAS!

Pasal 6

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pembenahan
Lingkungan Perkampungan pada masing-masing lokasi,
Pemimpin Proyek melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
hasil-hasil pelaksanaan baik dalam hal administrasi maupun
teknis ;

(2) Dalam melakukan pengawasan ini, Pemimpin Proyek dibantu
oleh Tim Monitoring dan Evaluasi ;

(3) Sebelum dilakukan pembayaran dana bantuan Pemimpin
Proyek dan Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan peneiitian
terhadap persyaratan administrasi dan teknis, yang akan
digunakan sebagai bahan pertimbangan perselujuan
pambaryaran.
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Pacal 7

Bagan alur pembayaran danha bantuan langsung kepada
masyarakat untuk pembenahan lingkungan perkampungan,
sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini

BAB Vil
KETENTUAMN PENUTUP

Pasal 8
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembayaran
Dana Bantuan Kecamatan untuk Kegiatan Pembenahan

Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun 2002 dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaf ditetapkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan pensmpatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Aprii 2003
WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONQO

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 24 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd
ALISJAHBANA
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 06/D3

Salinan sesuai dengan aslinya
an, Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum
RS

HADISISWANTO ANWAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 19 Tahun 2003
TANGGAL : 1€ April 2003

BAGAN ALUR PENYALURAN DANA BANTUAN KECAMATAN UNTUK
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Kepala Bagian Hukum

G

E

HADISISWANTO ANWAR

No PEMOHCN / PETUGAS PROSES PENYELESAIAN KETERANGAN
i wlwmliwv]viw
1 | CAMAT ’ *
y W
2 | PEMIMPIN PROYEK Iy ’ PEMBAYARAN DILAKUKAN
- SECARA LANGSUNG MELALUI
3 | BENDAHARAWAN PROYEK —» PROSES PEMINDAH BUKUAN KE
+ 4 | BAGIAN KEUANGAN _InIJ. REKENING CAMAT
5 | KANTOR KAS M
6 | BANK JATIM >
WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONO



SALINAN

WALIJKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARAKEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Mengingat

el

KOTA SURABAYA
WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan
lingkungan perkampungan pada 31 Kecamatan di Kota
Surabaya serta guna menjamin tertib perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian program, maka pengaturan
Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan
Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Waiikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2002, periu ditinjau
kembali ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas,
periu menetapkan Keputusan Waliicota Surabaya tentang Tata
Cara Kegiatan Pembenahan Lingkunganr Perkampungan Kota
Surabaya.

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daersh istimewa Yogyakarta
yang telah diubah dengan Undang-urxiang Nomor 2 Tahun
1965

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang
Rinclan Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan Kota Surabaya ;

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Surabaya.



Menetapkan

1
38
1

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
KOTA SURABAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;

Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Surabaya ;

Pemimpin proyek adalah Pemimpin Proyek Pembenahan
Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya ;

Kampung adalah tempat pemukiman penduduk di Kota Surabaya
dengan sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai ;

Tim pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Keapala Badan
Perencanaan Pembangunan, yang bertugas membamtu Camat
guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sesual dengan masa

tugas yang telah ditstapkan ;

Tim Teknis adaiah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang
Pertugas membantt  Pemimpin  Proyek dalam melakukan

penilaian dan penelitia: terhadap usulan keglatan Kecamatan ;

Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah yang bertugas membantu Pemimpin Proyek
dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan Kecamatan ;

BAB Il
KOMPONEN PROGRAM

PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Pasal 2

Program Pembenahan Lingkungan Perkampungan merupakan
upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan/permukiman
kampung yang meliputi aspek fisik dengan komponen program terdiri
dari .

1. Pembangunan/perbaikan saluran ;
2. Pembangunan/perbaikan jalan ;

3.
4
5

Penanganan sampah ;

. Air bersih ;
. Pekerjaan/kegiatan lainnya di bidang sanitasi dan pembenahan

lingkungan perikampungan.
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BAB
USULAN KEGIATAN

Pasal 3

(1) Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut ;

. Merupakan kegiatan skata kampung ;
b. Memprioritaskan pada kelompok masyarakat miskin ;

¢. Memprioritaskan pada perkampungan yang kurang memiliki
fasilitas publik yang memadai ;

d. Usulan disertai rencana anggaran biaya kegiatan ;
¢. Diharapkan tersedianya dana swadaya masyarakat ;

f. Rencana anggaran biaya didasarkan pada Harga Satuan
Pokok Kegiatan (MSPK) yang telah ditetapkan oleh Kapala
Daerah.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh
masyarakat, RT/RW atau lembaga swadaya masyarakat melalui
Lurah kepada Camat ;

(3) Camat melakukan penilaian atas usulan dari Lurah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berdasarkan skala prioritas di wilayah
kerja Kecamatan yang bersangkutan dan selanjutnya diusulkan
kepada Badan Perencanaan Pembangunan melalui Pemimpin
Proyek.

BAB IV
PENGELOLAAN, PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan sebagai pengelola proyek
membuat surat pemberitahuan kepada Camat tentang kegiatan
Pembenahan Lingkungan Perkampungan ;

(2) Camat melakukan pengelolaan kegiatan di wilayah kerja
Kecamatan yang bersangkutan dan dalam pengelolaannya akan
bertindak untuk dan atas nama kepentingan warga masyarakat
kampung |

(3) Camat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang
kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan dan
mengidentifikasi kegiatan yang diusulkan masyarakat ;

(4) Camat membuat Usulan Rencana Kegiatan Kecamatan (UBKI*_()
kopada Badan Perencanaan Pembangunan melalui Pemimpin
Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan.
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(5) Camat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan (TPKK)
yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan
mengawasi kegiatan sesuai kebutuhan melalui Keputusan
Camat, dengan susunan keanggotaan TPKK berasal dari unsur
kelurahan, LKMD dan atau masyarakat ;

(8) Untuk mendukung Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan,
dialokasikan biaya perencanaan dan pelaporan setinggi-tingginya
3,59 % (tiga koma lima perseratus) dari biaya vang bersumber dari
banhtuan APBD Kota Surabaya atau maksimal Rp. 4.000.000 -
{empat juta rupiah) :

(7) Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bertanggung jawab dan
meiaporkan seftap bulan kemajuan keuangan dan hasil
pekerjaan kepada Camat ;

{8) Dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan
fisik di lokasi, Camat dibantu oleh Tim Pendamping yang telah
ditunjuk, yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan ;

(9) Kegiatan dilakukan dengan pola swakelola yang dilaksanakan
oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bersama seluruh
masyarakat (gotong royong) di masing-masing lokasi kegiatan.

BAB V
TEKNIS PENILAIAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

Pagal &

(1) Sebelum melakukan kesepakatan rencana kegiatan Kecamatan
Pemimpin Proyek dan Tim Teknis Proyek Pembenahan
Lingkungan Perkampungan akan melakukan penilaian dan
penelitian terhadap usulan Kegiatan Kecamatan berupa
persyaratan administrasi dan teknis, yang akan digunakan
sebagai bahan pertimbangan persetujuan kegiatan ;

(2) Untuk  pelaksanaan kegiatan Pembenahan Lingkungan
Perkampungan pada masing-masing iokasi, Pemimpin Proyek
akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan Kecamatan berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan ;

(3) Dalam  melakukan monitoring dan  evaluasi  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin Proyek dibantu
oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB VI
BACGAN ALUR KEGIATAN

Pasal 6

Bagan alur kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan,
sepagaimana dinyatakan dalam Lampiran | Keputusan ini.
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BAB Vi
BENTUK FORMULIR

Pasal 7

(1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan
Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya terdiri
dari :

a.

Formulir kesediaan menjadi Tim pelaksana kegiatan
Kecamatan, model : TPKK-01 ;

Formulir Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan
Kecamatan, model ; TPKK-02 ;

Formuiir Perjanjian penggunaan dana untik pembenahan
lingkungan perkampungan, model : TPKK-03 ;

Formuiir permohonan penggunaan dana untuk kegiatan
pembenahan lingkungan perkampungan, model : TPKK-04 ,

Formulir rencana volume kegiatan dan anggaran biaya
kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan, model :
TPKK-0S ;

Formulir surat kesanggupan menyediakan dana swadaya
warga dan kesediaan menyelesaikan pekerjaan, model :
TPKK-06 ;

Formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana kegiatan
Kecarnatan, model ; KRKK ;

Formulir Surat Perjanjian Pemberian Bantuaﬁ, model : SPPB ;

Formulir Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana, model :
BAPPD ;

Formulir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan
Dana, modet : BAKPPD ;

Formulir rencana pelaksanaan kegiatan pembenahan
lingkungan perkampungan, modei : PLK-1 ;

Formulir rencana  penyerapan  anggaran  kegiatan
pembenahan lingkungan perkampungan, model : PLK-2 ;

. Formulir realisasi pelaksanaan kegiatan pembenahan

lingkungan perkampungan, model PLK-3 ;

. Formulir penyerapan anggaran kegiatan pembenahan

lingkungan perkampungan, model : PLK-4 ;

(2) Bentuk-bentuk Formulir dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran i Keputusan ini.



Pasal 8
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tata Cara Kegiatan

Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun
2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal @
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar
Keputusan ini dengan penempatannya daiam lLembaran Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 April 2003
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Aprii 2003.

SEKRETARI!S DAERAH
KOTA SURABAYA,

ttd
ALISJAHBANA
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 15/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

' 'Kepala Bagian Hukum

—s®

HADISISWANTO ANWAR



LAMPIRAN | KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 20 Tahun 2003
TANGGAL : 16 April 2003

BAGAN ALUR KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA

NO. PELAKSANA N TAHAP KEGIATAN KETERANGAN
I 1] i v v Vi Vil Vil 1X
1. | Kepala Daerah i . )
p— 1 Tim Pendamping bertugas
2. | Badan Perencanaan Pembangunan J mendampingi tahap Kegiatan
3. | Camat dan Tim Pendamping mat » > » >
4. | TPKK : —ps
5. | Tim Teknis .
8. | Tirm Moritoring 4
7. | Bagian Keuangan .
Salinan sesuai dengan aslinya
WALIKOTA SURABAYA,

an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
AT

2= -4 Kepala Bagian Hukum,

~oh Y _—

! R P TRRET RN Y |
ALy e R PR

3t (RN i -
R S ST VRS ke N
! b

Y ] e
. i it ,

tid

BAMBANG DWiI HARTONO




LAMPIRAN il KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 20 TAHUN 2003
TANGGAL : 16 APRIL 2003

SALINAN

a. Formulir kesediaan menjadi Tim pelaksana kegiatan'Kecamatan,

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN (AR RRFFRTRNEY)
DI KOTA SURABAYA

FORMULIR KESEDIAAN MENJADI TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama ORI

Status - Kdwin/ Belum Kawin (coret yang tidak perlu) -
Tempatitanggal lahir ..., e B
No. KTP STPOTP

Pekerjaan _ e

Alamat TP

Telepon O

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk menjadi Tim Pelaksana _Kegiate:
Kecamatan. S ; T S Mo

Surabaya, ........ .
" Yang menyatakan
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b. Formulir Keputusan Camat tentang Tim pelaksana kegiatan Kecamatan.

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN .........
DI KOTA SURABAYA

TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT ..........ccoinin
KOTA SURABAYA

TENTANG
TiM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN DI KECAMATAN ...............
KOTA SURABAYA

Lo

Menimbang bahwa kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan
merupakan kegiatan yang perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasannya dilakukan oleh masyarakat, sehingga untuk
tertib dan suksesnya kegiatan dimaksud, periu dibentuk Tim
Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan .................

Kota Surabaya ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di
atas, periu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim
Pelaksana Kegiatan Kecamatan di = Kecamatan
........................ Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1965

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

4, Keputusan Presiden Nemor 17 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya |

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan Kota Surabaya ,
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8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang
Rincian Tugas dar Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Surabaya ;

0

Keputusar Walikota Surabaya Nomor @ ... .. Tahun .......
tentang Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan
Perkampungan Kota Surabaya ;

10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : ... Tahun ....... tentang
Tata Cara Penyaiuran Bantuan kepada masyarakat untuk
Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat warga di Kecamatan ..................... pada
tanggal ........ bulan ............... Tahun ........... perihal kegiatan
Pembenahan Lingkungan Perkampungan.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA . Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan
.................. dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua T e
Bendahara s vt
Sekretaris s

KEDUA » Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam dikium Pertama sebagai berikut :

a. Merencanakar, melaksanzkan, mengawasi kegiatan Pem-
benahan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan ............

b. Mengkoordinasikan dan menggalang masyarakat untuk
menyediakan swadaya untuk kegiatan dimaksud ;

c. Bertanggung jawab terhadap kegiatan fisik dan keuvangan
serta melaporkan hasil kemajuan kegiatan dan keuangan
secara berkala kepada Camat meialui Kepala Seksi
Pambangunan.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul darl kegiotan ini dibebankan pada
bantuan kegiatan fisik di Kecamatan ..............................

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
padatanggal ........... ............

...........................................

Tembusan :
Yth 1 Bapek Walikota Surabaya
2 5dr. Kepala BAPPEKO Surabaya melalui Pemimpin Proyek
Eamperahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.
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¢. Formulir Perjanjian penggunaan dana untuk pembenahan lingkungan
perkampungan.

§ FORM l
TPRK03 |
el

PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA
UNTUK PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

NOMOR :
Pada hari ini................ tanggal...................... bulan.................. tahun............
(oo, } yang bertandatangan dibawah ini :
. Nama :
Jahatan ‘Camat ..........
Alamat :
Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor..................... tanggal

bertlndak seiaku PenangungJawab Kegiatan di Wilayah yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

{I. Nama

Jabatan

Alamat
Dalam Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama warga RT.../RW... Kelurahan
..................... sesuai Keputusan Camat No. ...............c..cc.oee.. Selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan
perkampungan Kota Surabaya Tahun Anggaran...... e, , maka Kedua belah

pihak sepakat untuk bersama-sama mengadakan pefjanjian penhggunaan dana
bantuan pembenahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya dengan syarat-
syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama akan menyerahkan uang sebagai dana pelaksanaan perbaikan fisik
perkampungan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima uang dimaksud
sebasarRp ..........oviiiinnn, (e e e ).

Pasal 2

Kedua belah pihak menyetujui pembayaran biaya pelaksanaan perbaikan fisik
lingkungan dilakukan secara bertahap dengan angsuran sebagat berikut:

a. Penyaluran tabhap !} sebesar 60 % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau
sebesar 60 % ¥ Rp. ...l =Rp. (e )
diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

5 Penyaluran tahap 1] ebesar 40 % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau
sebesar 40 % X Rp. ... ccoorveen = RPu v (e )

diserahkan kepada PIHAK KEDUA setelzh pelaksanaan pekerjaan PIHAK
KEDUA mencapai kemajuan 90 %.



S5

Pasal 3

Pihak kedua sepakat dan berjanji menyediakan dana swadaya masyarakat serta
menyelesaikan pembangunan.

Pasal 4

Biaya materi yang timbul dari perjanjian ini menjadi beban Pihak Kedua dan
dibayarkan secara langsung pada saat perjanjian ini dibuat.

Pasal 5

Pihak Kedua menyatakan dengan ini menerima dan tunduk pada semua peraturan
dan ketentuan yang dibuat dalam perjanjian ini, dan menandatangani perjanjian ini
tanpa tekanan dari pihak manapun.

Surabaya, .........oeveena.

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Pengguna dana Camat
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d. Formulir permchonan penggunaan dana untuk kegiatan pembenahan lingkungan
perkampungan.

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN (LTS EINERRTY]
DI KOTA SURABAYA

FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN DANA UNTUK KEGIATAN PEMBENAHAN
LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama R

Status . Kawin/ Belum Kawin { coret yang tidak perlu )
Tempatfanggal lahir © ..................

No, KTP e e o

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini mengajukan permohonan menggunakan dana untuk pelaksanaan perbaikan
fisik 1mgl<ungan sebesar Rp
TOIDMANG & (it et et e et e e et e e e et s e e aen )

Pekerjaan perbaikan fisik lingkungan meliputi
B o e

Rincian Kegiatan :

Kami berjanji dan menyanggupi akan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan
berkenaan dengan penggunaan dana tersebut, serta akan memenuhi semua kewajiban
dengan tertib selaku peiaksana sesuai dengan ketentuan yang berfaku.

Rincian Penggunaan dana

No. Rincian Penggunaan Biaya { Rp. )
1 |Bahan Rp.
2 |Alat Rp.
3 [Tenaga Rp.
TOTAL BIAYA Rp.
Susabaya, ...
Mengetahui, Bendahara
Ketua
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8. Formulir rencana volume kegiatan dan anggaran biaya kegiatan TPKK.

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

TAHUN .....cccunes
Di KOTA SURABAYA
FORMULIR RENCANA VOLUME KEGIATAN DAN ANGGARAN BIAYA
HEGIATAN TPKK
No. URAIAN VOLUME | SATUAN HARGA BIAYA
SATUAN {RP.)
L
Total Biaya
Surabaya,
Pemohon,
(oo )
Catatan :

Disertai dergan gambar teknis/ kerja
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f. Formulir surat kesanggupan menyediakan dana swadaya warga dan kesediaan
menyelesaikan pekerjaan.

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN ........oovea
DI KOTA SURABAYA

SURAT KESANGGUPAN MENYEDIAKAN DANA SWADAYA WARGA DAN KESEDIAAN
MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Berdasarkan Berita Acara Rapat warga Kecamatan ... fanggal
............. Buian ............ Tahun........... perihal Bantuan Pembenahan Lingkungan
Perkampungan dan Penyediaan Dana Swadaya Warga untuk dapat menyelesaikan
seluruh volume peketjaan sesuai yang dipersyaratkan Keputusan Walikota Surabaya

Nomor :......................... ytanggal ... , maka dengan ini Saya :
Nama PP TP RO PPT
Alamat RUMAN .o e e b
RT/RW ettt h ettt eeeiveeeeneeeeeaeeaeeeeeeheeteenseretebiertieanernennan
No. Telp e eteeeet ettt ereeentntaer .y rtant e ret—eateraaeer et raerrraretias
KTP/KK No. PRSP
Selaku Ketua RT/RW ... Kelurahan ............cocoiveieevnenens , Ketamatan
......................... dan mewakili seluruh warga yang berdomisili di wilayah RW
.............. dengan ini menyatakan SANGGUP untuk MENYEDIAKAN DANA

SWADAYA yang bersumber dari seluruh warga RT/RW kami sebesar :

erbilang ..o e )

Untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan fisik lingkungan ...
dengan volume sesuai dengan terlampir dalam form KRKK-G1. Adapun pekerjaan
tersebut dilaksanakan mulat tanggat ..................... hingga ...........coovvieneiin

Demikian surat kesanggupan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Menyetujui Surabaya,....................
Ketua TPKK..........ooviee e Yang Menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

Ketua RT/RW



g. Formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan (KRKK).

E |

BERITA ACARA
KESEPAKATAN RENCANA KEGIATAN KECAMATAN ( KRKK
NOMOR :
NAMA PROYEK . Pembenahan  Lingkungan  Perkampungan  Kota
Surabaya
NAMA PEKERJAAN : Bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan
Kecamatan ............cooiiiiiniiiniie e
LOKASI Kota Surabaya
TAHUN ANGGARAN .............................................................
KODE PASAL . 2P.0.14.1.02.008
Pada hari ini ........... tanggal............... bulan.......... tahun......... (oo, )
yang bertandatangan dibawah ini :
I. Nama ettt e e e et h e e e e e e e e a e e e
Jabatan PO
Alamat  Kantor Bappeko Surabaya JI. Pacar No.8 Surabaya

Dalam Berita Acara kesepakatan ini bertindak dalam jabatan tersebut atas nama
Pemerintah Kota Surabaya, dimana dalam rangka Bantuan Pembenahan
Lingkungan Perkampungan ini yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

{l. Nama SO
Jabatan Camat.........
Alamat T

Dalam Berita Acara Kesepakatan ini bertindak dalam jabatan tersebut dan berhak
mewakili warga Kecamatan........................ Kota Surabaya yang selanjutnya
disebut sebagai PIMAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan fingkungan
perkampungan Kota Surabaya tahun anggaran .............. pada Kecamatan
.................. Kota Surabaya, maka Kedua belah pihak sepakat untuk membuat
Rencana Kegiatan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Kedua betah pihak sepakat akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta lampirannya.
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Pasal 2

KEGIATAN DAN JENIS PROGRAM

Kedua belah pihak bersama-sama akan melaksanakan kegiatan Program
Pembenahan Lingkungan Perkampungan yang terdiri dari :

B
L
Pasal 3
LOKASI KEGIATAN
Lckasi kegiatan untuk tahun anggaran............... beradadi................. Kelurahan,

......................... Kota Surabaya yang meliputi RW,.......................

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Dalam melaksanakan asistensi usulan kegiatan PIHAK PERTAMA
berkoordinasi dengan Instansi terkait yang termasuk dalam tim teknis dan Tim
Pendamping.

{2) Dalam metaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA mengkoordinasikan iembaga-
lembaga yang ada di Kecamatan yaitu Kelurahan, RW, RT dan lembaga
swadaya masyarakat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan.

Pasal &
PEMBIAYAAN
{1) Biaya yang akan dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk implementasi Bantuan
Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada Kecamatan sebagaimal:ta_
dimaksud pada Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini

adaiah sebesarRp. ................. terbilang (... ).

(2) Perincian pemanfaatan dana dibuat setiap pengajuan pencairan da_\na setiap
tahap dengan mengacu pada pola pemanfaatan dana yang disepakati.

Pasal &
PENYALURAN BANTUAN
(1) Pembayaran biaya Pregram dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Walikota Nomor ........... Tahun ............. beserta ketentuan yang
beraku. '
{2) Pembayaran dilakukan melalui Rekening Camat ............. , pada:
Sank : Bank Jatim cabang ... Basuki Rachmad Surabaya

o RAOKENEIND i



-11 -

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggat
ditandatangani Berita Acara Kesepakatan ini.

Pasal 8

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mengikuti Berita Acara
Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini beserta lampirannya.

(2) PIHAK KEDUA bersedia menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan
yang merinci perkembangan kemajuan pelaksanaan setiap komponen kegiatan
sesual Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan kepada
PIHAK PERTAMA bersamaan dengan pengajuan pencairan dana.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
dan pemanfaatan dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan
Tahun ............. kepada PIHAK PERTAMA diakhir kegiatan.

Pasatl 9
PENGAWASAN DAN PENYESJAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) PIHAK PERTAMA melaksanakan fungsi pengawasan pekerjaan yang secara
operasional diiaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana
fungsinya, dan PIHAK KEDUA berkewajiban membantu kelancarannya.

(2) Penyesuaian kegiatan dilapangan dapat dilakukan apabila dipandang perlu
oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini dengan berkonsultasi serta persetujuan
PIHAK PERTAMA,

(3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat tambahan dan atau
kesepakatan baru, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat Berita
Acara Kesepakatan baru.

Pasal 10
PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

(1) Dengam ditandatanganinya Berita Acarz Kesepakatan Rencana Kegiatan
Kecam.atan ini oieh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal,
bulan dan tahun tersebut diatas, wnaka ketentuan yang tercantum dalam pasal-
pasal Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta
armomran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
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(2) Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini beserta lampiran-lampirannya
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai
cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-
masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(3) Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan
yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak ada
penekanan dari pihak manapun dan dilakukan secara sadar serta mengerti
akan isi Berita Acara Kesepakatan Rsncana Kegiatan Kecamatan beserta
lampirannya.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan disetujui untuk dipatuhi oleh
Kedua belah pihak.

Camat....................... Pimpro,
Program Pembenahan Lingkungan
Perkampungan
Meterai
Rp.6.000,--
Pangkat Pangkat
NIP. ......... NIP. ...coueene.
Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA BAPPEKO SURABAYA
selaku,

Penanggung Jawab Anggarah

Péng kat ................
NIP. ...
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h. Formulir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

FORM
{ spre

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN .....oonviane

DI KOTA SURABAYA

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)

Untuk : Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun......
DiKecamatan @ .........o.coviiiiireee Kota Surabaya

Nomor

Tanggal .

Yang bertanda tangan dibawah ini :

R - T o - T ST

Jabatan : Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan di
Kota Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor ;...
bertindak atas nama Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

iI. Nama ;
. Jabatan Camat. .. ... Kota Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Waliketa Surabaya Nomor @ ...
sebagal Penanggung Jawab Kegiatan di Wilayah Kecamatan ..........................
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut

1. Pihak Pertama menyetujui pemberian dana bantuan kepada Pihak Kedua
SEbESAr RP. ... e

2. Dana tersebut disetujui untuk membiayai kegiatan :

3. Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan menyediakan dana swadaya
masyarakat untuk biaya pembangunan di wilayahnya.

4 Rincian kegiatan yang dilakukan selanjutnya tercantum dalam KRKK yang
cibuat Camat dan Pemimpin Proyek.
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. Penyaluran dana tahap ! di pindah bukukan olsh Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ke rekening Camat pada Bank Jatim sebesar 60%
(enam puluh perseratus) dari dana yang disetujui.

. Penyaluran dana tahap |l di pindah bukukan oleh Bagian Keuangan Sckretariat
Daerah Kota Surabaya ke rekening Camat pada Bank Jatim sebesar 40%
(empat puluh perseratus) dari dana yang disetujui dan dapat ditakukan apabila
penggunaan dana Tahap ! telah mencapai sekurang-kurangnya 90 %
(sembilan puluh perseratus).

. Camat wajib membuat laporan Kemajuan tiap-tiap tahap sebagai kelengkapan
berkas pencairan dana tiap-tiap tahap tersebut.

. Pihak Kedua menyerahkan laporan pemanfaatan dana dan pelaksanaan
kegiatan kepada Pimpro (Bappeko) setiap bulan dan di akhir kegiatan yang
dapat diketahui oieh masyarakat.

Surabaya,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CAMAT................. PEMIMPIN PROYEK
| %5a'a'r'|'g'| i<'a“t ....................... f;;r‘lél-(.a:‘.t .....



i

-15 -

Formulir berita acara pembayaran/penarikan dana (BAPPD).

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

DI KOTA SURABAYA

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA (BAPPD)
Tahap..... {ounnrnne %)

Nomor :
Pada hari ini, ............ tanggal ............... bulan............ tahun ............. yang
bertanda tangan dibawah ini :
L Nama PN
Jabatan : Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan di Kota
Surabaya
R NBME e
Jabatan cCamat e

....................................... tahap .......c.cee e

2. Rincian Penggunaan Dana :

No. Uraian Danah Hibah Jumlah
1 Total dana yang disetujui Rp. ' Rp.
2 {Penarikan s/d tahap lafu Rp. Rp.
3 |Dana yang telah dipergunakan Rp. Rp.
4 |Sisa dana yang belum Rp. Rp.
5 |Penarikan tahap ini Rp. Rp.
6 |Sisa yang beium ditarik Rp. Rp.
3. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administrasi, maka sesuai dengan
SPPB No. ............ tanggal ...........ccoceeenne Camat tersebut layak untuk
memperoleh pembayaran tahap ............... sebesarRp. ..............con

Dengan disalurkan pemberian bantuan ini, maka Camat bertanggung jawab atas
sepenuhnya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai jadwal yang
tetah ditentukan berdasarkan petunjuk fasilitator yang ditunjuk.
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Demikian Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya,

Surabaya,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CAMAT............... PEMIMPIN PROYEK
Pang kat ........................ Pangkat ..................
NIP. e NIP. e

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA BAPPEKO SURABAYA

...........................................

Pangkat
NIP. oo,
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Formulir berita acara kemajuan pekerjaan/penggunaan dana.

BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

TAHUN .......cooceene
DI KOTA SURABAYA
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN /PENGGUNAAN DANA
Tahap I (satu)
Nomor :
Pada hati ini, ......... tanggal .................. bulan ............ tahun.............. yang
bertanda tangan dibawah ini :
l. Nama P PP
Jabatan Pemzmpm Proyek Pembenahan Lingkungan di Kota Surabaya
if. Nama e ae
Jabatan tCamat ...
Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian kegiatan
Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan ........................ yang
maiiputi
1. Pelaksanaan pekerjaan fisik tahap | telah mencapai ........ % dari rencana
kegiatan tahap | atau telah mencapai ....... % dari keseluruhan kegiatan.
2. Penggunaan dana bantuan tahap ! telah mencapai ........ % dari dana bantuan
tahap | atau telah mencapai ....... % dari dana bantuan keseluruhan.

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana Tahap | ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CAMAT............... PEMIMPIN PROYEK
Pangkat ................. Pangkat ..................
NiP. ... NIP. e

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA BAPPEKO SURABAYA




18

k Formulir rencanz pelaksanaan kKegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

FORM
FLK-1
BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
q,:cz IEERLIRIERSRYEY D]
DI KOTA SURABAYA
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
Kecamatan
PELAKSANAAN FISIK (%)
NO, PEKERJAAN/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN BULAN 1 BULAN 11 KETERANGAN
MULAL SELESAI 1 2 3 4 1 2 3 4
(1) {2) (3) 4) (3) ) (7] & 9 (o) 1) (12) £ 13)
Surabaya,
Mengetahui/Menyetujui: diperiksa oleh ; Dibuat cleh :
Camat ........... Kepala Seksi Pembangunan TPKK ...

Kecamatan ...........
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I. Formulir rencana penyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perikampungan.

FORM
PLK-2
BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN ............
DI KOTA SURABAYA
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
Kecamatan
JUMLAH ANGGARAN PENYERAPAN ANGGARAN
NO. PEKERJAAN/KEGIATAN {Rp.) BULAN | BULAN I KETERANGAN
KEGIATAN PEKERJAAN 1 2 3 4 1 2 3 4
(1) 2 (3) (4) & 1 (8 ) {8) _(8) {10} (1) (02 {13}
Jumlah anggarar
Jumigh komulatif anggaran
Perincian jenis pengeluaran
Bahan
Ajat
Upah
Perencanaan dan Pelaporan ~
Surabaya,
MengetahuiMenyetu]ui; dipseriksa oleh : Dibuat oleh
Camat............ ... Kepala Seksi Pembangunan TRKK ...
Kecamatan .........
(o) - ) (. )
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m. Formulir realisasi pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

FORM
LK-3
BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
qu:z EARERRIRNN R Y]]
DI KOTA SURABAYA
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATANM
PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
KECAMATAN
REALISAS| SAMPAI DENGAN | HASIL KELUARAN/INDIKATOR USULAN
NO | PEKERJAAN / KEGIATAN BULAN IN1 YANG DICAPAI PERMASALAHAN PEMECAHAN
(%) S/D BULAN INI
i 2 3 4 5 5
e IO
Surabaya,
Mengetahui/Menystujui: diperiksa oleh : Dibuat cleh :
Camat............ e Kepaia Seksi Pembangunan TPKK ...........

Kecarmatan .............
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n. Formulir realisasi penyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

Form
LX-4
BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN ..............
DI KOTA SURABAYA
REALISAS]I PENYERAPAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
Kecamatan ........c.cceveevnveeiiiecnans
PENYERAPAN ANGGARAN PROSENTASE
NO PEKERJAAN/KEGIATAN SiD BULAN INt PENYERAPAN
{rupiah) {%)
(1) (2} {3) (4)
JUMLAH
Bahan
Alat
Upah
B Perencanaan & Pelaporan
Surabaya,
Mengetahui/Menyetujui: diperiksa oleh : Dibuat oleh :
Camat................ Kepala Seksi Pembangunan TPKK ...........
Kecamatan .............
(e ) U ) (oo }
WALIKOTA SURABAYA,
tid
BAMBANG DWI HARTONO
Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Kepal_a‘ Bagian Hndom

i

HADISISWANTO ANR 47,



